AP
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah

Mengingat

yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah
wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan
jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya
ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara
optimal;

. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat dan pemerintahan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092};
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
BadanNasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 195);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha
Jasa Konstruksi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Pamekasan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG |IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

OPO -

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi usaha jasa konstruksi.
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah
badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya
bergerak di bidang jasa konstruksi.

Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha
yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain.

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang
diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan
kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati. (perubahan)
Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa
dan masyarakat.

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan
usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan
tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

Kualifikasi adalah bagian Kkegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan
dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha
Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa
konstruksi.

(1)
(2)

Paragraf 1
Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.



(3)

(1)

(1)

3)

(4)

Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 4

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari:
a. survei;
b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
e. penelitian.
Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
b. pengawasan Kkeyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses
pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat
dilakukan secara terintegrasi.
Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas:
a. rancang bangun;
b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya
dapat mencakup antara lain jasa:
a. manajemen proyek;
b. manajemen konstruksi;
c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang
berbadan hukum.
Paragraf 2
Bentuk Usaha
Pasal 5

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
berupa orang perseorangan atau badan usaha.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat
melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi
sederhana, dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas
konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi
dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha
yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang

dipersamakan.



Paragraf 3
Bidang Usaha

Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a.
b.

C.

(1)
(2)

(1)

(2)

(4)

bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas
bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;

bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang
bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;

bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan
bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan
sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan
bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;

bidang wusaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu
sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kriteria mampu
mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan
konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua
Klasifikasi Usaha
Pasal 7

BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat

sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:

a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang
pekerjaan;

b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang
perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan
hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;

c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu
diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai
kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 8

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha jasa
perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:

a. arsitektur;

b. rekayasa;

Cc. penataan ruang; dan

d. jasa konsultansi lainnya.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha jasa
pelaksanaan konstruksi meliputi:

a. bangunan gedung;

b. bangunan sipil;

c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan

d. jasa pelaksanaan lainnya.
Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa

konstruksi.
Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan
konstruksi.



